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Pengelolaan sampah di Pasar Gelugur Rantau Prapat masih menimbulkan 
berbagai persoalan seperti penumpukan sampah sehingga terganggunya aktivitas 
pedagang dan pengunjung. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 22 dan Pasal 23, telah memberikan 
kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam menetapkan 
kebijakan, serta menyelenggarakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. 
Namu, pengelolaan sampah di Pasar Gelugur masih dilakukan secara tidak optimal, 
sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan 
pelaksanaannya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta penyelesaian yang dihadapi 
Pemerintah Kota Rantau Prapat dalam menerapkan pengelolaan sampah, serta 
menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam 
mencegah penumpukan sampah di Pasar Gelugur Rantau Prapat Labuhanbatu. 
 Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian di Pasar 
Gelugur Labuhanbatu. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui 
wawancara terhadap pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat sekitar, pejabat 
Dinas Lingkungan Hidup. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan 
dan lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan dan penyelesaian yang 
dihadapi oleh Pemerintah Kota Rantau Prapat dalam mengimplementasikan 
pengelolaan sampah di Pasar Gelugur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2008 masih ditandai oleh keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya 
sumber daya manusia, rendahnya kesadaran pedagang dan masyarakat, serta 
lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, sehingga pelaksanaannya belum 
berjalan optimal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. 
Adapun upaya Pemerintah Kota Rantau Prapat dalam mencegah penumpukan 
sampah di Pasar Gelugur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2008 telah dilakukan melalui pembentukan kebijakan daerah, peningkatan 
fasilitas dan sistem pengangkutan sampah, koordinasi dengan Dinas Lingkungan 
Hidup, serta sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah berbasis prinsip Reduce, 
Reuse, dan Recycle (3R). 

Disarankan agar Pemerintah Kota Rantau Prapat perlu memperkuat 
pengelolaan sampah di Pasar Gelugur dengan meningkatkan pengawasan serta 
memastikan armada pengangkutan berjalan optimal guna mencegah penumpukan. 
Selain itu, sosialisasi prinsip 3R kepada pedagang dan masyarakat harus 
ditingkatkan, disertai penegakan sanksi administratif dan evaluasi berkala 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 agar selaras dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2008 dan efektif dalam pelaksanaannya. 
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Waste management at Gelugur Market, Rantau Prapat, still causes various 
problems, such as waste accumulation that disrupts the activities of traders and 
visitors. Law Number 18 of 2008 on Waste Management, particularly Articles 22 
and 23, grants authority and responsibility to local governments to formulate 
policies and implement environmentally sound waste management. However, waste 
management at Gelugur Market has not been optimally implemented, resulting in 
a discrepancy between legal provisions and their application in practice. Based on 
these conditions, this study aims to identify and analyze the challenges and 
solutions faced by the Rantau Prapat City Government in implementing waste 
management, as well as to examine the efforts undertaken to prevent waste 
accumulation at Gelugur Market, Rantau Prapat, Labuhanbatu. 

This research employs an empirical juridical method. The study was 
conducted at Gelugur Market, Labuhanbatu. Data sources consist of primary data 
obtained through interviews with market managers, traders, local residents, and 
officials of the Environmental Agency. Data collection was carried out through 
library research and field studies, while data analysis was conducted qualitatively. 

The results show that the challenges faced by the Rantau Prapat City 
Government in implementing waste management in accordance with Law Number 
18 of 2008 include limited facilities and infrastructure, inadequate human 
resources, low awareness among traders and the community, and weak supervision 
and law enforcement, causing the implementation to remain suboptimal. 
Meanwhile, efforts to prevent waste accumulation have been undertaken through 
the formulation of local policies, improvement of waste transportation facilities and 
systems, coordination with the Environmental Agency, and socialization and 
education on waste management based on the principles of Reduce, Reuse, and 
Recycle (3R). 

It is recommended that the Rantau Prapat City Government strengthen 
waste management at Gelugur Market by enhancing supervision and ensuring that 
waste collection vehicles operate optimally to prevent accumulation. In addition, 
education on the 3R principles for traders and the community should be intensified, 
accompanied by the enforcement of administrative sanctions and periodic 
evaluation of Regional Regulation No. 3 of 2019 to ensure alignment with Law No. 
18 of 2008 and effective implementation. 
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